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Daam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah
pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagai mana diatur
dalam Undang-undang ini. Dengan hadirnya institusi notaris di Indonesia, dilakukan pengawasan dan
pembinaan yang bertujuan agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi segala
persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi pengamanan kepentingan
masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Mgelis
Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
dan Mg elis Pengawas Pusat (MPP).

Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah melihat bentuk pel aksanaan pengawasan dan betuk
pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat dalam menjatuhkan putusan terhadap Notaris yang
melakukan pelanggaran sumpah jabatan dengan meneliti pelaksanaan pengawasan dan bentuk putusan yang
selamaini telah dilakukan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh
data primer dan data sekunder. Pendekatan yuridis normatif terhadap Peraturan Perundang-undangan yang
berkaitan dengan pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat, dan didukung dengan pendekatan yuridis
empiris dengan melihat pada kasus-kasus tentang pelanggaran sumpah jabatan Notaris.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pel aksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Mg elis Pengawas
terhadap perilaku dan jabatan notaris masih terdapat berbagai hambatan. Namun pengawasan yang
dilakukan telah cukup efektif, karena pihak yang mengawasi tersebut adalah yang menguasai dan
memahami bidang notariat. Selain itu pertimbangan hukum Majelis Pengawas dalam menjatuhkan putusan
terhadap Notaris tidak hanya berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan
penemuan-penemuan hukum dengan memperhatikan asas-asas kemanusiaan. Upaya yang dapat ditempuh
untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Mgjelis Pengawas Pusat diharapkan lebih cepat dan tanggap
dalam menindak lanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Dan lebih aktif memberikan
pendalaman dan pengarahan mengenai hak-hak, kewajiban dan kewenangan notaris melalui kegiatan
sosialisasi, penyuluhan dan visitasi. Serta dalam penjatuhan sanksi lebih konsisten dan sesuai dengan
peraturan Perundangundangan yang berlaku.
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...... In Act No. 30 of 2004 concerning Notary, Notary is an officer mentioned that the general authority to
make authentic deeds and other powers as provided for in this Law. With the presence of a notary institution
in Indonesia, carried out the supervision and guidance in order that the notary when performing their duties
of office meets all requirements related to the implementation of the notary office duties, for the sake of
securing the interests of society. Astime goes by supervision and guidance of the Supervisory Board
consisting of Notary Supervisory Regional Assembly (MPD), Supervisory Regional Assembly (MPW) and
the Central Supervisory Board (MPP).

Theissueinthisthesisisto look at the form of supervision and legal considerations betuk Central
Supervisory Council in decisions on notary who violates the oath of office to investigate and form
supervision had been undertaken. The research was conducted through a normative juridical approachis
supported by the primary data and secondary data. Normative juridical approach to legislation relating to the
legal considerations of Central Supervisory Board, and supported by empirical juridical approach by looking
at the cases of violation of oath of office of Notary.

From the research found that the implementation of the supervision carried out by the Board of Trustees of
the notary office behavior and there are many obstacles. However, monitoring has been carried out quite
effectively, because the party who is overseeing the master and understand the field of Notary. In addition
the Supervisory Council of the legal considerationsin decisions of the Notary is not only based on
regulatory legislation, but also based on legal findings with respect to the principles of humanity. Efforts
that can be taken to overcome these obstacles Supervisory Board expected Center for more quick and
responsive in following up any breach by Notary. More active and provide depth and direction regarding the
rights, duties and authority of the notary public through dissemination activities, counseling and visitation.
And the imposition of sanctions is more consistent and in compliance with applicable legislation.



